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Perempuan dan Lahan Gambut

Indonesia memiliki lahan gambut dengan luas mencapai 22,5 juta hektar. 
Ia menyumbang 47% luas lahan gambut di wilayah tropis dan merupakan 
negara dengan lahan gambut terluas di Asia Tenggara. Oleh sebab itu 
keberadaan lahan gambut di Indonesia memiliki arti penting bagi kelestarian 
lingkungan secara global. Sayangnya, wacana seputar lahan gambut masih 
muncul terbatas pada situasi tertentu seperti saat terjadinya kebakaran hutan 
dan lahan (karhutla). Wacana lahan gambut yang muncul pun umumnya 
berkutat pada persoalan ekologi dan ekonomi, padahal keberadaan lahan 
gambut memiliki dimensi luas, baik dari segi sosial, budaya, politik, bahkan 
dalam dimensi keadilan gender. Dengan luasnya kawasan lahan gambut 
di Indonesia, maka jelas bahwa lahan gambut memiliki arti penting bagi 
kehidupan masyarakat, khususnya penduduk yang hidup di sekitar kawasan 
lahan gambut, termasuk di dalamnya kaum perempuan.

Persoalan lahan gambut sebagai persoalan lingkungan secara global 
telah cukup lama dibahas, setidaknya sejak diadopsinya the Ramsar 
Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl 
Habitat (Konvensi Ramsar) di kota Ramsar, Iran, pada tahun 1971. Konvensi 
Ramsar telah menekankan pentingnya pencegahan kerusakan, pencegahan 
hilangnya lahan basah, serta pentingnya pelestarian lahan basah sebagai 
bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia sendiri telah 
meratifikasi Konvensi Ramsar pada tahun 1991. International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) menyebutkan lahan gambut sebagai 
ekosistem bumi yang sangat berharga karena fungsinya dalam pelestarian 
keragaman hayati, sebagai sumber air, pencegahan banjir, dan untuk 
mengatasi perubahan iklim. 

Ekofeminisme secara umum melihat akar dari kerusakan terhadap 
alam dan penindasan terhadap perempuan sebagai akibat dari dominasi 
patriarki. Sebagaimana pandangan Karen J. Warren, cara pandang patriarki 
yang hierarkis dan opresif telah menindas alam dan perempuan. Kerusakan 
kawasan lahan gambut di Indonesia telah terjadi sejak zaman Orde Baru 
seperti salah satunya adalah Rice Mega Project yang mengubah lahan gambut 
di Kalimantan menjadi lahan persawahan. Pembangunan yang agresif dan 
juga bencana seperti kebakaran lahan dan hutan yang telah berjalan selama 
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puluhan tahun tersebut telah berakumulasi dan menjadi warisan persoalan 
kawasan lahan gambut di Indonesia yang kita hadapi hingga hari ini.

Karhutla besar yang terjadi di Indonesia pada medio 2015 merupakan 
peringatan dan penanda penting atas ancaman terhadap kawasan lahan 
gambut di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pembentukan Badan Restorasi 
Gambut (BRG) oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016. BRG merupakan 
sebuah lembaga non-struktural di bawah Presiden yang diberi mandat 
untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kawasan lahan gambut 
di tujuh provinsi, yaitu: Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Papua. Konsep restorasi 
lahan gambut yang dijalankan oleh BRG mengakui bahwa pemulihan 
tanah tidak dapat dilakukan hanya dalam dimensi ekologis-geologis, tetapi 
juga dalam dimensi pemulihan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem 
lahan gambut. Konsekuensinya maka kaum perempuan juga harus menjadi 
penerima manfaat dan sekaligus agen dalam proses restorasi tersebut. 

Perempuan memiliki kepentingan yang besar akan kelestarian 
lingkungan. Maria Mies dan Vandana Shiva, pemikir dan aktivis 
ekofeminisme, berargumen bahwa perempuan memiliki kepentingan yang 
besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan oleh peran gender 
yang dibebankan kepada perempuan dalam pengasuhan dan pengelolaan 
kehidupan sehari-hari. Sehingga, agar dapat memberikan nutrisi yang cukup 
bagi anak dan/atau keluarga, memperoleh air yang bersih, dan berbagai 
kebutuhan sehari-hari lainnya, maka perempuan memiliki kepentingan akan 
ketersediaan dan kelestarian sumber daya alam seperti air, udara, lahan, 
serta flora dan fauna.

Kaum perempuan yang hidup di kawasan lahan gambut merupakan 
gambaran yang jernih tentang hubungan antara kerusakan lingkungan dan 
akibatnya terhadap perempuan. Salah satu budaya dan ekonomi lokal di 
kawasan lahan gambut di Kalimantan adalah anyaman purun (purun adalah 
sejenis rumput yang tumbuh di lahan gambut dan sering digunakan sebagai 
bahan anyaman). Keterampilan menganyam purun umumnya dilakukan 
oleh perempuan, dan dilakukan di sela-sela waktu peran pengasuhan di 
dalam rumah tangga atau keluarga. Rusaknya lahan gambut menyebabkan 
hilangnya purun yang tumbuh bebas di sekitar desa. Ketika purun tidak lagi 
tumbuh di sekitar desa, maka perempuan pengrajin purun harus mencari 
purun jauh keluar desa, atau harus mengeluarkan biaya ekstra untuk 
membeli purun untuk bahan baku pembuatan anyaman. 
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Bencana karhutla di kawasan lahan gambut telah menyebabkan kerugian 
ekonomi dan trauma terhadap penduduk. Perempuan adalah kelompok 
yang merasakan dampak langsung karhutla dalam kehidupan sehari-hari, 
seperti keringnya sumber air, rusaknya kebun, dan hilangnya sumber daya 
hayati lokal seperti ikan. Namun demikian, program-program pencegahan 
karhutla masih cenderung mengabaikan perempuan. Padahal ketika 
kebakaran terjadi, perempuan juga turut memadamkan api baik di lahan 
perkebunan maupun di pemukiman. Perempuan juga harus memikirkan 
dampak lanjutan dari karhutla terhadap kehidupan keluarga. Misalnya, kaum 
perempuan harus mencari cara mencegah asap masuk ke dalam rumah, atau 
merawat anggota keluarga yang sakit akibat asap ketika terjadi karhutla.

Pengalaman kerusakan lahan gambut dan akibatnya terhadap 
masyarakat dan perempuan menguatkan argumen ekofeminis seperti 
Ynestra King. King berpandangan bahwa kerusakan dan/atau penindasan 
yang terjadi terhadap manusia berakar dari relasi yang hierarkis dan 
timpang. Sebagaimana relasi kuasa yang timpang antara laki-laki terhadap 
perempuan, akibat yang kita rasakan dari rusaknya kawasan lahan gambut, 
karhutla, bencana asap, dan lainnya, juga menggambarkan relasi kuasa 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut selama ini. 

Namun, ekofeminisme tidak berhenti pada argumen akan keterkaitan 
antara eksploitasi terhadap alam dengan dominasi terhadap perempuan. 
Ekofeminisme juga melihat agensi perempuan dalam memulihkan dan 
menjaga kelestarian lingkungan. Pengalaman perempuan fasilitator desa 
di Desa Peduli Gambut memperlihatkan keberdayaan diri yang politis 
perempuan untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi tantangan 
struktural dan kultural dalam proses restorasi gambut. Ekofeminisme 
menawarkan perubahan dalam cara pandang manusia yang superior 
terhadap alam melalui kacamata keadilan gender. Ajakan yang sama 
diajukan melalui pengetahuan yang dihadirkan dari pengalaman kaum 
perempuan, serta upaya mereka untuk memulihkan dan memelihara 
lahan gambut, di dalam edisi Jurnal Perempuan kali ini. Selamat membaca!  
(Atnike Nova Sigiro)
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